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ABSTRAK

Di tengah situasi pandemi Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada rapat
paripurna sidang penutupan masa persidangan 1 Tahun Sidang 2020-
2021 pada 5 Oktober 2020. Hal ini kemudian menimbulkan gejolak di
tengah masyarakat. Produk hukum ini dinilai sangat kontroversi
karena masyarakat merasa sangat cepat disahkan dan kurangnya
keterlibatan publik. Salah satu pasal yang kontroversi adalah Pasal
156 tentang uang penggantian hak atau pesangon yang mengurangi
jumlah pesangon para pekerja/buruh, serta Pasal 154 A tentang
penambahan alasan perusahaan melakukan PHK, yang mebuat
perusaahan semakin mudah untuk melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) secara sepihak kepada para pekerja/buruh. Penelitian ini
membahas mengenai Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan yang
kontroversi yang dianggap merugikan hak-hak pekerja/buruh.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana
analisis UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59, yang kontroversial
berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang: ketenagakerjaan serta
teori perundang-undangan ?, serta Bagaimana analisis figh siyasah
dusturiyah tentang UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun
2020 tentangwketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154#A, 59 yang
kotroversial ? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pasal
kontroversial"dari Omnibus Law serta dampak disahkannya Omnibus
Law Klaster Ketenagakerjaan, yang .@dianggap merugikan hak-hak
buruh/pekerja. '

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini
penelitian Pustaka (Library Research). Adapun sumber data yang
digunakan adalah data-data primer dan skunder dan tersier. Data akan
dianalisa dengan metode penelitian kualitatif, deskriptif analisis dan
metode penelitian induktif. Landasan teori yang digunakan adalah
teori Figh Siyasah Dusturiyah.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa
UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan ini tidak memenuhi asas keterbukan serta pasal-
pasalnya melemahkan hak pekerja, Sehingga tidak tercapainya tujuan
ilmu perundang-undangan yaitu keadilan hukum, keamanan, serta
perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Dalam hal
ini harusnya pemerintah dalam pembentukan seuah peraturan harus
mengedepankan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan dan
melemahkan hak pekerja serta dalam proses pembentukannya harus



melibatkan masyarakat agar sejalan dengan asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan. Dalam Figh
Siyasah pembentukan UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan masuk dalam kategori Siyasah
Dusturiyah kekuasaan Tasri’iyah. Dalam pembentukannya tidak
sejalan dengan prinsip musyawarah serta al-Qur’an dan Hadits
Harusnya pemerintah dalam pembentukan ganun juga harus
berpegang teguh pada al-Qur’an dan Hadits serta memperhatikan
prinsip-prinsip dalam pembentukan suatu peraturan seperti prinsip
musyawarah dan prinsip keadilan, agar tidak ada lagi masyarakat
yang merasa dirugikan haknya sehingga suatu ganun itu dapat
diterima oleh masyarakat.

Kata kunci : Omnibus Law, UU Cipta Kerja, Buruh/Pekerja, PHK,
Kontroversi.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di
antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling
baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.”
(Q.S. al-Nisa 4:59).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran dan
memahami sebuah judul maka perlu adanya penegasan sebuah
judul agar memiliki kesatuan pemahaman dan penafsiran yang
sama terhadap isi judul dalam skripsi vyaitu “Analisis

Undang-Undang Omnibus Law Pasal 11 Tahun 2020 tentang

Ketenagakerjaan terhadap Pasal Kontroversial Persfektif Figh

Siyasah” Agar mendapatkan pengertian yang lebih akurat dari

judul tersebut jadi akan penulis uraikan di bawah ini:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kejadian
(karangan, peristiwa) agar dapat mengetahui fakta atau
peristiwa yang sebenarnya yang berdasarkan sebab-musebab
dan pokok perkaranya.®

2. Omnibus Law ~ merupakan  undang-undang  yang
substansinya merevisi. dan/atau mencabut banyak undang-
undang.-Dimana konsep atau metode pembuatan regulasi
yang. menggabungkan beberapa aturan yang' substansi
pengaturannya berbeda, disatukan menjadi satu peraturan
dalamisatu payung hukum.

3. Ketenagakerjaan“Berasal dafi “kata tenaga kerja yang
berarti setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan
guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk
memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk
masyarakat.® Jadi ketenagakerjaan  didefinisikan
sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga

! Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), 32.
2 Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,”

Legislasi Indonesia, Vol.17, No 1 (2020): 2,
https://doi.org/https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-1581-894-
20200805080148.pdf.

% pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
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kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa
kerja.*

4. Pasal Kontroversial yaitu bagian dari bab, artikel
(dalam undang-undang) yang menimbulkan
perdebatan, persengketaan dan pertentangan.

5. Figh Siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan
manusia dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan
bagi manusia itu sendiri.’

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan
judul skripsi ini adalah untuk menyelidiki lebih mendalam
mengenai UU Omnibus Law tentang Ketenagakerjaan terhadap
pasal yang menimbulkan perdebatan dan/atau pertentangan yang
kemudian akan dikaji melalui perspektif Figh Siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Di tengah situasi pandemi Covid-19 Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)-RI mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja
pada [rapat, paripurna sidang penutupan masa persidangan 1 Tahun
Sidang 2020-2021 pada 5 Oktober2020. Dua dari sembilan fraksi
Partai menelak pengesahan Omnibus Law _yakni Fraksi Partai
Keadilan Sejahterah “(PKS), dan®Ffaksi Partai Demokrat (PD).
Sejak saat disahkan oleh DPR, Presiden memiliki waktu selama 30
hari untuk menandatangani atau tidak sesuai dengan Pasal 73 UU
No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang- undangan.

Hal ini membuat publik harap-harap cemas menantikannya.

Produk hukum ini dinilai sangat kontroversi karena masyarakat
merasa sangat cepat disahkan dan kurangnya keterlibatan publik.
Rancangan Undang-undang Omnibus Law yang hanya dibahas sebanyak
64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020 di tengah-tengah
pandemi Covid-19. Proses yang sangat cepat, tidak transparan dan
kurangnya partisipasi publik menjadi warna yang tidak dapat dihilangkan

4 pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

® Muhammad Igbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam
(Jakarta: Kencana, 2014), 3.
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dalam menggambarkan proses pembentukan UU Cipta Kerja. Proses
legislasi dilakukan secara tergesa-gesa dan abai dalam menghadirkan
ruang demokrasi.®

Omnibus law merupakan sebuah konsep pembentukan UU utama
untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU atas satu
UU yang sekaligus merevisi beberapa UU sekaligus. Dimana konsep
pembuatan regulasi ini akan menyasar 3 UU besar, yaitu undang-
undang Cipta Kerja, UU pemberdayaan UMKM, UU Perpajakan dan
menggabungkan peraturan yang substansi pengaturannya berbeda
menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Undang-undang ini
dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih
tepat sasaran. adapun yang melatarbelakangi munculnya gagasan ini
akibat ketidakpastian perekonomian global, serta gejolak politik
dunia. Kondisi ini sangat mempengaruhi perekonomian nasional
Indonesia. Oleh karena itu digagas perubahan ekosistem
ketenagakerjaan yang lebih baik melalui Omnibus Law Cipta
Kerja.

Konsepsi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, yang sebelumnya diatur- dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang - Ketenagakerjaan mendapat
penolakanidari sebagian zbesar masyarakat Indonesia, mulai dari
klaster: masyarakat, akademisi, ‘pekerja/buruh, mahasiswa, guru,
bahkan parasulama. Setiap Klaster memilik pendapat yang berbeda-
beda. Namun semua Klaster it mempunyai tujuan yang sama
yaitu menolak kehadiran Undang-undang Cipta Kerja, terutama
tentang  perlindungan  hak-hak  bagi  pekerja.” Hal ini
dikarenakan sejatinya dalam Undang-undang Cipta Kerja ini
belum memberikan jaminan keadilan dan kesejahteraan bagi para
pekerja di Indonesia melainkan hanya memihak kepentingan para
majikan atau pemilik perusahaan.

® Munandhil Abdul Mugshit, “UU Omnibus Law Yang Kontroversial,” Jurnal
Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, Volume 4 Nomor 3 (2020): 110,
https://www.researchgate.net/publication/345268708_UU_Omnibus_Law_yang_Kont
roversial.

" Muh Sjaiful, “Problematika Normatif Jaminan Hak-Hak Pekerja Dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Media luris, Volume 4
Nomor 1 (2021): 38, https://doi.org/https://e-
journal.unair.ac.id/Ml/article/download/22572/pdf.
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Penolakan masyarakat atas kehadiran UU No. 11 Tahun
2020 klaster Ketenagakerjaan ini merupakan sebuah fakta hukum
yang apabila dikaji melalui kajian sosiologis yang merupakan data
pendukung untuk menyimpulkan bahwa sesungguhnya dalam UU
No. 11 Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan ini  masih
menyimpan sejumlah problematika normatif, khususnya terkait
pasal-pasal jaminan hak-hak bagi pekerja, yang bertentangan
dengan cita hukum masyarakat Indonesia.?

Beberapa pasal yang sedang kontorversial dalam undang-
undang cipta kerja diantaranya Pasal 88 B tentang upah satuan
hasil dan waktu yang dianggap memberikan kebebasan bagi para
pengusaha untuk menentukan unit keluaran yang ditugaskan
kepada pekerja sebagai dasar perhitungan upah, dan tidak ada
jaminan bahwa sistem besaran upah per-satuan untuk menentukan
upah minimum sectoral tertentu akan berakhir di bawah upah
minimum, serta tidak adanya pengawasan akan hal ini. Pasal 88
C tentang Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum
Kabupaten/Kota. Pasal 156 tentang uang penggantian hak atau
pesangon yang mengurangi jumlah pesangon para pekerja/buruh,
serta Pasal 154 A teptang, penambahan alasan®™ perusahaan
melakukan PHK, yang mebuat perusaahan semakin mudah untuk
melakukan“Pemutusan Hubungan. Kerja (PHK) secara sepihak
kepada para pekerja/buruh’ S

Islam sebagai agama rahmatan lil alamien, sangat
memperhatikan buruh. Islam sangat menjunjung tinggi
kehormatan  masing-masing individu. Islam memandang
pekerja/buruh sebagai makhluk Allah swt yang kedudukannya
sama dengan manusia yang lainnya. Sejalan dengan firman
Allah swt dalam QS al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

)uupujuwgwu}jw\j;z viit;u\JU\L@J\
rx;«uw\ vi‘mkw,\.priﬁ;\u\

“Wahai manu5|a! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu
dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami

8 1bid., 44.
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jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu
saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh,
Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (Q.S. al-Hujurat : 13).

Maka dari itu islam memandang seorang pekerja/buruh
kedudukannya sama dengan manusia yang lain serta  harus
diperlakukan dengan baik oleh majikannya, menghormati dan
menjaga serta bersikap ramah dan menjaga agar tidak
memperlakukan buruh secara tidak hormat.®

Dalam islam buruh mendapat tempat yang sangat tinggi
sebagai seoarang pekerja seperti halnya seorang majikan yang
sedang bekerja dengan mempekerjakannya. Maka islam
mewajibkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan antara
majikan dan para pekerja/buruh. Islam memposisikan pembantu
sebagaimana saudara majikannya. Dari Abu Dzar radhiallahu
‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Saudara. kalian“adalah” budak kalian. Allah jadikan
mereka dibawah kekuasaan kalian”. (HR. Bukhari)

Islam mememberi“peringatan kepada para majikan yang
mendzalimi pegawainya. Upah seorang pegawai harus diberikan
sesuai dengan apa yang ia kerjakan dan harus memenuhi standar
kehidupan yang layak bagi mereka. Rasulullah saw bersabda:

Le 33506 \)4;-\ JeAtAR ST mu.i\ F3i e HE
S ANRY ?j
“Ada tiga orang, yang akan menjadi musuh-Ku pada

hari kiamat: ... orang yang mempekerjakan seorang buruh,
si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan

® Nurma Nugraha, “Hak Buruh Dalam Undang-Undang Dan Perspektif
Islam,” El-Arbah, Volume 4 Nomor 1 (2020): 14, https://doi.org/https://uia.e-
journal.id/alarbah/article/download/1460/831.



upahnya (yang sesuai).” (HR. Bukhari dan Ibn Majah)
Berdasarkan penjelasan yang penulis jelaskan, Undang-

Undang Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan yang

menimbulkan gejolak ditengah masyarakat Indonesia merupakan

permasalahan yang serius yang mengancam hak-hak
pekerja/buruh. Oleh karena itu penulis memilih menganalisis
penelitian  ini  dengan judul “Analisis Undang-Undang

Omnibus Law terhadap Pasal Kontroversial Persfektif Figh

Siyasah”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian
Agar terfokus dalam mengumpulkan data dan menganalisis
data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka fokus dan
subfokus penelitian ini adalah pasal kontroversial UU Omnibus

Law tentang Ketenagakerjaan yaitu :

1. PHK.

a. Penghapusan Pasal 154 dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan.

b. Pasal 154 A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

2. Penghapusan Pasal/59 dalam"Undang-Undang Cipta Kerja
Nomor=l1l Tahun 2020 Klaster Ketenagakerjaan tentang
Outsourching. ~ %

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis

merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian secara
ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor
11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal
154, 154 A, 59, yang Kontroversial berdasarkan UU No0.13
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Teori Perundang-
Undangan ?

2. Bagaimana Analisis Figh Siyasah Dusturiyah tentang UU
Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan terhadap Pasal 154, 154 A, 59 yang
Kotroversial ?



E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan diadakannya penelitian ini

ialah :

1. Untuk mengkaji pasal yang kontroversial di UU Omnibus
Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Ketenagakerjaan yang mengalami penolakan di berbagai
kalangan terutama di kalangan pekerja/buruh. Serta untuk
meninjau dampak dari disahkannya UU Omnibus Law
tentang  ketenagakerjaan  terhadap  hak-hak  para
buruh/pekerja terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
serta Outsourching.

2. Untuk mengetahui pandangan figh siyasah mengenai
UU Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
tentang Ketenagakerjaan yang berdampak pada hak-hak
buruh/pekerja.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini

adalah :

1. Secara Teoritis
a. wPenelitian ini jdiharapkan dapat memberikan ilmu

pengetahuan. ‘hukumi™pada umumnya; khususnya
Hukum_Tata Negara terutama yang-berkaitan dengan
Undang-undang“©mnibls Law Cipta Kerja Nomor 11
Tahun  2020tentang  Ketenagakerjaan  terutama
terhadap pasal yang menjadi kontroversi sejak
Undang-undang ini disahkan.

b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan berguna
sebagai  referensi yang dapat menunjang ilmu
pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata
Negara di Indonesia.

2. Secara Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pegangan dan

pedoman bagi pengembangan pengetahuan dan
memberikan sumbangan pemikiran untuk peneliti
lainnya baik yang berada di jajaran pemerintah
eksekutif, legislatif, ~maupun lembaga-lembaga
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lainnya, bagi kalangan praktisi hukum maupun
kalangan akademisi serta masyarakat lainnya.

b. Untuk diajukan sebagai syarat wajib bagi setiap
mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum (SH)
di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan
1. Skripsi  Annisa Ayudya Prasasti, merupakan

Mahasiswi  Fakultas Hukum, Program Studi limu
Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram,
dengan Judul “Kajian Yuridis mengenai Omnibus Law
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan, Tahun 2021.%°

Merujuk pada penelitin ini menggunakan jenis
penelitian  yuridis normatif dengan  menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian
diatas menjelaskan dari sudut pandangan yuridis hukum
omnibus law di Indonesia dengan keberlakukan hukum
nasional.Akan tetapi perbedaan dari penelitian penulis
tidaks hanya dilihat mekanisme omnibus lawgdari hukum
nasional, namun_juga| menganalisis mekanisme omnibus
law Klister ketenagakerjaan yang-kontowversial dari sudut
pandang hukum stamyaitu<igh siyasah.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam skripsi ini
menjelaskan tentang substansi yang terdapat dalam
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan metode dari Omnibus Law yang melakukan
perubahan dan pencabutan beberapa substansi yang terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pada penelitian yang penulis lakukan
lebih terfokus pada perubahan dan pencabutan dalam UU
No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Klaster

19 Annisa Ayudya Prasasti, “Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan”
(Skripsi Muhammadiyah Mataram, 2011), 32.
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Ketenagakerjaan lebih spesifik lagi terhadap hal yang
berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan
Outsourching.

2. Skripsi Ima Qimmatul Maflahah, merupakan mahasiswi
Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara
(siyasah), Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dengan judul
“Ketentuan Pengupahan dalam UU No. 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja Persfektif Fikih Siyasah”. Tahun
20221

Adapun yang menjadi rujukan penulis pada skripsi di
atas adalah atas dasar : Penelitian di atas merujuk pada
penelitian Pustaka, tujuan dilakukan penelitian tersebut
untuk mengetahui sistem peraturan upah kerja yang dilihat
dalam UU Cipta Kerja dan untuk mengetahui bagaimana
implementasi pengupahan dalam UU Cipta Kerja Perspektif
Figh Siyasah. Akan tetapi penelitian penulis berbeda
dengan penelitian_diatas, dalam penelitian penulis akan
membahas ‘'mengenai UU No. 11, Tahun 2020 tentang Cipta
Kerjal klaster - Ketenagakerjaan | ‘terhadap  Pasal
Kontroversial.

Penelitian diatas " berfokus -dalam hal syang terkait
pengupahan_dalam WU No..41 Tahun.2020 tentang Cipta
Kerja, namun pada penelitian ini akan berfokus pada hak-
hak pekerja atau buruh terkait akan hal pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan Outsourching.

3. Jurnal Illmu Hukum, Anjar Pariwardana Hartomo,
Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda,
dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Omnibus Law
Ketenagakerjaan dalam Situasi Covid-19”, pada Tahun
2021 Volume 7 Nomor 2.*

" Yma Qimmatul Maflahah, “Ketentuan Pengupahan Dalam UU No. 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Persfektif Fikih Siyasah” (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2022), 19.

12 Anjar Pariwardana Hartomo, “Tinjauan Yuridis Tentang Omnibus Law
Ketenagakerjaan Dalam Situasi Pandemi Covid-19,” Journal Of Lag, Volume 1
Nomor 3 (2021): 5,
https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasinukum/article/view/3925.
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Dalam Jurnal ini membahas tentang Omnibus Law
Ketenagakerjaan yang banyak ditolak masyarakat Indonesia
karena beberapa pasal yang tidak disetujui oleh masyarakat
khususnya oleh tenaga kerja yang dikeluarkan pada masa
pandemi Covid-19. Menurut peneliti banyak masalah yang
timbul akibat munculnya Undang-undang Omnibus Law
serta disinyalir hanya menguntungkan pihak pengusaha.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya Undang-
undang Omnibus Law ketenagakerjaan banyak merugikan
para karyawan dari sisi pengupahan, pengaturan jam dan
hari libur kerja (cuti), status pekerja kontrak, pengaturan
pesangon, dan situasi pandemi ini bukan waktu yang tepat
untuk menerapkan Omnibus Law dan dianggap tidak
memenuhi beberapa asas dalam pembentukan Perundang-
undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan (statue approach). Namun, berbeda
dengan penelitian yang penulis-lakukan, dimana akan
berfokus pada aspek Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
sertar, Outsourching,, Dalam.. Undang-Undang™Nomor 11
Tahun 2020 tentang=Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan
dan perbedaan-nya.dengan-Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 serta vkaitafinya dengan hak-hak yang
merugikan pekerja/buruh.

4. Jurnal Panorama Hukum, Fajar Kurniawan, Mahasiswa
Pascasarjana  Universitas  Surabaya, dengan judul
“Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan
Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal
89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon kepada
Pekerja yang di PHK”, Volume 5 Nomor 1, Juni 2020,
halaman 63-76."2

Dalam penelitian ini menjelaskan proses pembentukan
RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang cukup singkat dan

1% Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan
Konsep Omnibus Law,” Jurnal Panorama Hukum, Volume 5 Nomor 1 (June 5,
2020): 63, https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437.
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dinilai mampu menggantikan puluhan UU menjadi satu
regulasi yang sejalan. Namun pencapaian itu tidak
diimbangi dengan substansi  regulasi yang kita
diciptakan seharusnya mampu menjadi sebuah solusi baru
supaya menghindari konflik-konflik yang telah terjadi
selama ini. Masalah pada ketentuan pesangon pada pasal 89
angka 45 yang merubah ketentuan di dalam UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sampai hari ini
masih banyak kasus perusahaan yang melanggar ketentuan
pemberian pesangon kepada para buruh, secara yuridis hal
tersebut makin mempersempit ruang gerak para buruh
untuk memperjuangkan hak-haknya dan memberikan
dominasi kaum pengusaha untuk melakukan eksploitasi
terhadap buruh.
Berbeda dengan penelitian ini yang hanya berfokus
pada Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89
Angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekrja yang
di PHK, skripsi-yang penulis buat selain terfokus pada Pasal
Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan Pasal 154 A tentang
alasan perusahaan melakukan,PHK yang dapat'imelemahkan
hak' pekerja serta hal yang berkaitan dengan Pemutusan
Hubungan._Kerja. Selain itu,-juga-akan.terfokus pada hal
mengenai Outsourching,” yang nantinya akan dianalisis
berdasarkan sudut pandang figh siyasah.
H. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena
penulis dapat mengetahui cara pandang objek penelitian secara
mendalam yang tidak diwakili dengan angka-angka statistik
terhadap permasalahan Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan
yang kontroversi di tengah masyarakat luas terhadap hak-hak
buruh/pekerja, serta memungkinkan penulis melakukan analisis
sejak awal penelitian. Data yang diperoleh langsung dianalisis,
dilanjutkan dengan pencarian data lagi kemudian dianalisis,
hingga mendapat hasil yang memadai.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian.
a. Jenis Penelitian

Menurut  jenisnya penelitian ini  termasuk
penelitian pustaka (library research). Penelitian
pustaka adalah penelitian yang dilaksanakan
menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa
buku/kitab, jurnal, artikel maupun laporan hasil
penelitian dari penelitian terdahulu. ™

Terdapat beberapa alasan yang mendasari
penulis mengambil penelitian Pustaka (library
research). Pertama, sumber-sumber penelitian yang
didapatkan tidak harus selalu berasal dari lapangan
(field research). Bahwa kita bisa mendapatkan data-
data yang diperlukan dari perpustakaan, dokumen yang
berbentuk teks, dan jurnal maupun referensi lain yang
berkaitan. Kedua, penelitian sangat dibutuhkan untuk
meneliti masalah-masalah baru yang masih sulit untuk
dipahami, kemudian dengan penelitian ini Kita
dapat: memahami permasalahan | tersebut. Dengan
begitu penulis bisa mendefinisikan bagaimana konsep
dari* . masalah'=" yang "\ diteliti.~ sehingga dapat
menyelesaikan..permasalahan” yang="menjadi objek
penelitian. Ketiga, ‘pefelitian pustaka mampu untuk
menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

b. Sifat penelitian

Penelitian  dalam skripsi ini bersifat kualitatif,
dikarenakan jenis penelitian yang diambil adalah
penelitian  kepustakaan atau library research.
Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang
menghasilkan data deskriptif yang beruapa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati.”

Penulis mengambil penelitian kualitatif ini karena

14 Susiadi AS, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 10.
15 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2011), 64.
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hasil yang di dapatkan dari penelitian ini
mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan
yang terjadi kedalam bentuk kata-kata.

Penelitian ini mendeskripsikan atau
menggambarkan tentang UU Omnibus Law Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan terhadap Pasal-Pasal
yang kontroversial atau fenomenal yang menjadi
perbincangan di tengah masyarakat terhadap hak-
hak buruh/pekerja dari data-data yang diperoleh dari
berbagai sumber dan kemudian dianalisa dengan
Figh Siyasah.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier.
Penjelasannya adalah sebagai berikut :

a.

Data Primer yaitu data pokok atau bahan utama
penelitian yang memberikan informasi langsung terkait
objek ‘penelitian, ~data primer dalam penelitian ini
bersumber dari :

1) Al-Qur’an dan Hadits.

2) Norma-atau" 'kaidah -dasar; Yyakni Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945.

3) Peraturan déasar, Yakni Batang Tubuh Undang-
Undang Dasar 1945.

4) Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang
sebelumnya diatur dalam  Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Data sekunder yaitu sumber pendukung dari data

primer yang bersumber dari buku-buku, Kkitab-kitab

figih, kitab tafsir, rancangan undang-undang, jurnal
ilmiah, artikel hukum, maupun berbagai literasi lain
yang ada relevansinya dengan kaitan ini.

Data tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang

menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum
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sekunder yang sumbernya berasal dari ensiklopedia
hukum islam, kamus, dan lain-lain.
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis
dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik penelitian
dokumentasi, vyaitu dengan cara menelusuri dan
menyatukan data yang diperoleh dari bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer yang
berupa buku, jurnal, catatan, artikel dan lainnya. Teknik
pengumpulan data yang dimaksud diatas menggunakan
teknik yang dikenal dengan istilah studi kepustakaan atau
library research. Dalam pelaksanaannya menggunakan cara
membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan
perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.'® Seperti
dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan
cara mengarsipkan dan _mendowload peraturan
undang-undang. yaitu UU. Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Lapangan Kerja Klaster
Ketenagakerjaan dan _UU. Nomor 13 sTahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.

4. Metode-PengolahanData -

Penelitian 'ini merupakan penelitian pustaka atau
library research, maka dari itu teknik yang digunakan
dalam pengumpulan data melalui literatur yaitu bahan-
bahan yang berkaitan dengan objek-objek pembahasan
dan diolah menggunakan metode :

a. Editing
Memerikasa dan meneliti data yang diperoleh
dengan menyeleksi dan memilih data tersebut dari
berbagai segi yang meliputi keselarasan dan
kesesuaian antara satu dengan yang lainnya untuk
menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan
dengan kenyataan, Kkejelasan, serta relevansinya

6 |shag, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta
Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017) 252.



16

dengan permasalahan.’
b. Organizing
Mengatur ~ dan  menyusun  data  sumber
dokumentasi sedemikian rupa sehingga  diperoleh
gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah,
kemudian mengelompokan data-data yang diperoleh.®
c. Analyzing
Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan
metode analisa dengan cara berpikir deduktif. Metode
deduktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan
dari umum ke khusus. Dengan memberikan analisis
lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data
yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian
dengan menggunakan teori sehingga dapat diperoleh
kesimpulan.*®
5. Analisis Data

Penelitian ini_menggunakan teori Siyasah Dusturiyah,
kemudian diperiksa, disusun, diuraikan, dan
mendeskripsikan - data. yang  dipero leh  sehingga
membentuk suatu hipotesissdan menghasilkan data serta
bahan hukum yang bersifat deskripsi.”° Dimana kesimpulan
yang “diperoleh masih bersifat sementara dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Hal ini dikarenakan
data-data yang masih samar-samar dan semu.?

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk
mempersempit dan memberi Batasan-batasan pada temuan
hingga menjadi suatu data yang teratur menambahkan
validitas data. Prosedur penelitian dalam penelitian ini
dilakukan merujuk pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia seperti UU No. 12 Tahun 2011

17 Chalid Narkubo dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi
Aksara, 1997), 153.

%8 |bid., 154.

1 Ihid.

20 Byrhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2015), 27.

2! Ibid., 30.
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tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
kemudian dianalisa menjadi bahan hukum. Prosedur
analisis data dapat dilakukan juga dengan membandingkan
UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sehingga mendapatkan alasan dibalik
kontroversinya pasal-pasal dalam UU Omnibus Law Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak
pekerja/buruh.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari penelitian yang penulis jabarkan di
bab-bab sebelumnya, maka penulis memperoleh kesimpulan
sebagai berikut:

1. UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Klaster Ketenagakerjaan pada pasal-pasalnya terdapat
kontroversi mulai dari Penambahan alasan perusahaan
melakukan  PHK, penghapusan pasal 154 yang
melonggarkan aturan PHK, serta kontrak berulang yang
berarti tidak adanya kepastian kerja. Dalam pembentukan
Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memenuhi asas
keterbukan  serta = pasal-pasalnya melemahkan  hak
buruh/pekerja, Sehingga tidak tercapainya tujuan ilmu
perundang-undangan yaitu keadilan hukum, keamanan, serta
perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia
terutama hak dan kewajiban buruh/pekerja. Dalam hal ini
harusnya pemerintah ldalam ‘pembentukan Seuah peraturan
harusy. mengedepankan prinsip keadilan_ssehingga tidak
merugikan dan-melemahkanshak-hak pekerja serta dalam
proses pembentukannya harusnya juga melibatkan
masyarakat agar sejalan dengan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yaitu asas keterbukaan.

2. Dalam Figh Siyasah pembentukan peraturan perundang-
undangan ini khususnya dalam pembentukan peraturan UU
Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Klaster ketenagakerjaan masuk dalam Kkategori Siyasah
Dusturiyah kekuasaan Tasri’iyah. Yang mana dalam
pembentukan sebuah ganun atau Hukum Undang-Undang
harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen
masyarakat. Namun dalam UU Omnibus Law No. 11 Tahun
2020 tidak sejalan dengan pembentukan ganun pada figh
siyasah dusturiyah sehingga prinsip musyawarah tidak
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tercapai. Hal ini tidak sejalan dengan al-Qur’an dan Hadits.
Harusnya pemerintah dalam pembentukan ganun juga harus
berpegang teguh pada al-Qur’an dan Hadits serta
memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembentukan suatu
peraturan seperti prinsip musyawarah dan prinsip keadilan,
agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan
haknya sehingga suatu ganun itu dapat diterima oleh
masyarakat.

B. Rekomendasi
Rekomendasi dari penulis yaitu:

1. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harusnya
para pembuat kebijakan lebih mengedepankan prinsip
keadilan, serta memikirkan kembali dampaknya terhadap
masyarakat luas. Sehingga tidak adanya pihak yang merasa
dirugikan akibat kebijakan tersebut.

2. Supaya menghindari terjadinya kontroversi di tengah
masyarakat atas- pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja
Klaster Ketenagakerjaan ini, penulis memberi saran agar
Undang-Undang Cipta_ Kerja ini harusediuji dulu
dimasyarakat, agar mendapatkan masukan yang nantinya
dapat diuji.di Mahkamah Konstitusi, yaitu-ditji secara formil
maupun diuji secara materiilf"
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